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BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 32 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI ROKAN HILIR,

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, yang
mengatur tentang perubahan alokasi, penggunaan, dan
penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka
perlu merubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021;
bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor:

Kpts. 74/1/2021 tentang Penetapan Alokasi Bantuan
Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang Bersumber’ dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dinyatakan pergeseran Anggaran antar
objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja
dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
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Mengingat 1.

bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4
huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman-Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



10.

11.

12.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2021 nomor 149);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor
78);
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021
Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 terdiri dari :

1) Pendapatan
a. Semula Rp. 1.837.729.263.034,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.136.612.000),-
c. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.831.592.651.034,-

2) Belanja
a. Semula Rp. 1.875.714.197.779,-
b. Bertambah / (berkurang) Rp (3.865.223.177),-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.871.848.974.602,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (40.256.323.568),-

3) Pembiayaan :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 40.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang} Rp. O,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 40.000.000.000,-

b. Pengeluaran
1) semula Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp. 40.000.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp. 40.000.000.000,-



2. Lampiran I pada Pasal 2 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II pada Pasal 3 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal ©2 Juli 2021

BUPATI ROKAWNHILIR,

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 02 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

M. JOB RURNIAWANJt

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 52
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